
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

       PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  

NOMOR 13 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

    PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  

  KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2004  

 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  

 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

    WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 

   Menimbang  :     a.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum, yang ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum, maka untuk 

menindaklanjuti aturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tersebut perlu dilakukan pencabutan 

terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 

18 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

 



Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang 

Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja 

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

  

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

6. Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 



Indonesia  Tahun 2012 Nomor  22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);  

 

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 

2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);  

 

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah   

Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
               Dengan Persetujuan Bersama 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 
 

             dan  
 

                WALIKOTA PANGKALPINANG 
 

 

 

 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2004 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN 

UMUM 

 

 

 

 

         Pasal I 

 

Peraturan Daerah Kota  Pangkalpinang  Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 

31, Seri E Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. 

 
 

 

                                               Ditetapkan di Pangkalpinang 

                                               pada tanggal 2 Oktober 2018              

 

                                               Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG, 

  

                 

                  dto. 

 

    

                                                        MUHAMMAD SOPIAN 

 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 2 Oktober 2018                

 

SEKRETARIS  DAERAH  

KOTA PANGKALPINANG, 

             

 

              dto. 

 
 

RADMIDA DAWAM 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 13 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.13/2018) 

 

 


